BAB V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tidak mengatur secara spesifik
mengenai kredit atau pinjam-meminjam di koperasi. Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai Kelembagaan Koperasi.
Namun berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (3), berkaitan
dengan pelayanan koperasi selaku kreditur terhadap anggota koperasi selaku
debitur termasuk pelayanan kredit atau pinjam-meminjam berdasarkan
perjanjian, sehingga perjanjian dapat memberikan perlindungan terhadap
koperasi selaku kreditur maupun anggota koperasi selaku debitur. Pasal 5
Ayat 3 Perjanjian Pinjaman Koperasi mencantumkan mengenai sanksi atau
denda bilamana terjadi wanprestasi dan kredit macet. Penyelesaian yang
dilakukan oleh pihak koperasi adalah berupaya melakukan penjualan secara
lelang terhadap jaminan atau agunan debitur. Dalam Perjanjian Pinjaman
Pinjaman Koperasi Adiguna ini telah mencantumkan sanksi yang tegas
dalam pasal 5, namun masih menimbulkan kerugian bagi kreditur yakni
kerugian uang transportasi. Ada pula kerugian berupa penjualan secara
lelang atas jaminan atau agunan debitur yang tidak bisa atau tidak laku
dijual, sehingga pihak kreditur atau yang dalam hal ini koperasi mengalami

kerugian. Upaya penyelesaian jika terjadi kredit macet pada Koperasi
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4.2.

Simpan Pinjam dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan kredit
dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit yaitu
suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui musyawarah antara
koperasi dan anggota dan dapat juga melakukan penyitaan jaminan sebagai
langkah terakhir jika tidak adanya etikad baik dari anggota selaku debitur.
Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah yaitu suatu langkah penyelesaian
kredit bermasalah melalui lembaga hukum, seperti Pengadilan, Arbitrase
atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Saran

Bagi Koperasi Adiguna, format Perjanjian Pinjaman KSP Koperasi
Kredit Adiguna pasal 5 tentang bunga dan denda, perlu menghitung dan
mencantumkan denda tentang kerugian uang transportasi. Meskipun KSP
Koperasi Kredit Adiguna adalah Koperasi yang masih berasaskan prinsip
kekeluargaan, Koperasi Adiguna lebih, mengambil sikap atau tindakan yang
lebih tegas dalam menghadapi anggota yang berwanprestasi sehingga
anggota tidak menyepelekan suatu perjanjian simpan pinjam agar kredit
macet dapat diminimalisir, dimana halnya bertujuan agar kegiatan perjanjian
simpan pinjam pada KSP Koperasi Kredit Adiguna dapat berjalan dengan
lancar sebagaimana mestinya demi tercapainya tujuan koperasi Yyaitu

terwujudnya kesejahteraan anggota.
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